PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG
RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

. bahwa sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat
konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya maka semakin bertambah
* pula sampah yang dihasilkan :
b. bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat -
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, serta peningkatan pelayanan pengelolaan sampah, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Retribusi
Pengelolaan Sampah ;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat || Surabaya (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048) ;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389 );
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 4437 )
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 4548) ,

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
( Lembaran Negara Reoublik Ingonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379 ;

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Reoublik Indanesia Tahun 2007 Nomor 115,

~ Tambahan Lembaran Negara 5301) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 rahun 1999 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 22, tambahan Negara Nomor 3815) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor

- 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4147) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 54, tambahan Negara Nomor 3952) ;

v Dengan Persetujuan Bersama
WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

pkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

‘eraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

alah Kabupaten Sidoarjo.

grintah Daerah adalah Bupati dan perangkat dasrah sebagai unsur penyelengaara
grintahan daerah,
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n Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

yai tugas dibidang Pengelolaar sampah.

Pengelolaan Sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian
bulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan,

han dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar

terbalk mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika

srtimbangan lingkungan serta tanggap terhadap perilaku massa.

la Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan

aan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pihak Swasta / Pelaku Usaha dan

iasyarakat yang melakukan pengelolaan sampanh.

ah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan domestik yang berwujud padat atau

at baik berupa zat organik dan/atau anorganik bersifat dapat terurai maupun

t terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan

asuk bongkaran bangunan.

n Domestik adalah kegiatan yang bersifat kerumah-tanggaan yang berhubungan

an kebutuhan dasar perseorangan.

h Domestik adalah sampah yang berasal dari kegiatan domestik.

pah Organik adalah sampah yang berasal dari banda hidup.

ah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.

un.

1 Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga.

h Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.

pah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan untuk
ng sampah sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil

mrusesan Sampah Sementara yang selaniutnya disebut LPS adalah tempat
ediakan oleh pemerintah daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung
huangan dari masyarakat.

Pemrosesan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut LPA adalah tempat
fempat untuk menampung atau memusnahkan sampah yang memenuhi
knis dan operasional.

pulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan
hkan ke LPS.

wtan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari LPS ke LPA.

ng adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah

-| osan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses
an.
sampah adalah kegiatan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik.
ah sampah, adalah kegiatan untuk mendayagunakan sampah, sehingga
i nilai tambah,
rakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan
atau menjadi subjek hukum,
saha adalah seuap orang pribadi atau badan usaha, ba? yang berbentuk
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
n kegiatan dalam wilayah hukum, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
'menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
etangga dan Rukun Warga, yang selanjutnya disebut RT/RW, adalah Rukun
Rukun Warga dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo.
ial persil, adalah setiap Kepala Keluarga (Bagi Rumah Tangga/ Tempal Tinggal)
atau yang menguasai tempat/ lokasi dengan fungsi apapun juga.
Jmum, adalah jalar yang terbuka untuk lalu lintas umum.
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al Umum, adalah tempat-tempat yang meliputi tamamtaman,-halaman-haiaman
lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas

n, adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal),
n tertutup berikut gorong-gorong tanggul tembok dan pintu airnya.
pematusan umum, adalah saluran yang bukan sebagai saluran pematusan

an, adalah bangun-bangunan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya
ian beserta bangun-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu.
i Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah
n yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa
nggaraan Pengelolaan Sampah.

 Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yarig menurut peraturan perundang-
an retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
jungut atau pemotong retribusi tertentu.

gku ngan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara
semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan -
iunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
serta mahluk hidup lainnya.

ngkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat
kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat
g dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.

' Ramah Lingkungan adalah benda yang berhubungan dengan bahan, dengan
yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat
dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.

1 Berbahaya dan Beracun yang disingkat dengan B3 adalah sisa suatu usaha
u kegiatan beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau
baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau
kan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup,
, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya ;

alah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat
nentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan
liharaan lingkungan,

: "ﬁf adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar
tuan dibidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulang
dan pencemaran lingkungan.

Langsung adalah penyediaan pelayanan pengelolaan sampah di lempal
sampai dengan tempat pemrosesan akhir berikut pengelolaannya.

anan Tak Langsung adalah pelayanan pengelolaan sampah mulai dari tempatl
mpungan sementara komunal (LPS) sampai dengan tempat pemrosesan akhir

ah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat
uk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, perusakan dan lain-lain yang
t menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar.

BAB |l
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Bt 7

tah Daerah berhak mengatur atas pengelolaan sampah.
3s) ',mkat berhak mendapatkan pelayanan atas pengelolaan sampah.
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Pasal 3

Daerah berkewajiban melaksanakan pengelolaan sampah ;
mpan yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah yang
erasal dari:

‘kegiatan rumah tangga ; -
‘kegiatan komersial, yaitu pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran
“dan tempat hiburan;
fasilitas  sosial, yaitu sampah dari tempat ibadah, asrama, rumah
tahanan/penjara, kegiatan domestik rumah sakit. kiinik dan puskesmas;
bekas kemasan produk industri;
fasilitas umum, yaitu sampah terminal, pelabuhan, bandara, halte kendaraan
‘Umum, taman, jalan dan trotoar;

‘kegiatan industri,

hasil pembersihan saluran terbuka umum diluar stren saluran:
. perkantoran, sekolah dan fasilitas lainnya;

kegiatan pertanian.

Pasal 4

nerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
) ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :

lola sampah di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan saluran-saluran
usan umum di dalam dan di luar stren saliran:

wsnahkan, mengelola dan memanfaatkan sampah pada LPS dan atau LPA
dengan ketentuan yang berlaku :

angkut sampah dari LPS ke LPA:

tur dan menetapkan LPS dan LPA:

diakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai;

ingkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan sesuai
n karakteristik dan Klasifikasi timbulan sampah yang tersedia di LPS.

ran lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati,

Pasal 5

asyarakat dalam mengelola sampah meliputi :

uang sampah pada tempatnya :

ara kebersihan dilingkungan sekitarnya ;

ara kebersihan pada jalan setapak atau setempat dan saluran pematusan

imal mungkin mengurangi timbulan sampah dan memisahkan sampah sesuai
pah ;

iakan tempat sampah :

alisasi jumlah sampah yang dihasilkan :

kan sampah sesuai dengan sifat sampat dan membuang sampah ke tempat

yang telah ditentukan ;

lang sampah dari persil ke LPS secara swakelola:
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Pasal 6

@liap orang perseorangan atau badan hukum yang membuang sampah ke LPA harus
iendapat persetujuan Pengelola LPA ;

Pasal 7

etiap orang perseorangan atau badan hukum yang menghasilkan sampah sebanyak 1 m’
alu meter kubik) atau lebih setiap hari, wajib membuang sampah ke LPA,

Pasal 8

ampah yang dibuang ke LPS dan/atau ke LPA hanya sampah yang tidak mengandung
ahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 9

asyarakat baik persorangan maupun biadan hukum, wajib merigupayakan pencegahan dan
engurangan timbulan sampah dengan cara-cara yang memadai.

Pasal 10

paya pencegahan dan pengurangan timbuian sampah sebagaimana dimaksud pada pasal

dapat dilakukan dengan cara :
mengurangl semaksimal mungkin kegiatan yang akan menghasilkan sampah melalui
tindakan reduksi sampah, pemakaian kembali sampzh dan daur ulang sampah;

. memanfaatkan kembali sampah melalui tindakan pengomposan terhadap sampah
organik dan tindakan daur ulang terhadap sampah anorganik;

. pemrosesan sampah di LPS maupun di LPA secara efisien dan efektif melalui tindakan
yang dapat meningkatkan nilai tambah sampah

Pasal 11

tosedur / tala cara pembuangan sampah lebih lanjut, diatur dengan Peraluran Bupali,

BAB llI
PERAN SERTA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dapat melibatkan peran serta peiaku
. usaha,
5 Peran serta pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dilakukan setelah memperoleh
" izin dari Bupati.
| Pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati,

Pasal 13

aku usaha melaksanakan pengelolaan sampah dapat melakukan kegiatan :
Pemindahan sampah ;

memproses sampah untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah;
pemindahan dan pemprosesan sampabh.
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BAB IV
PERIZINAN

Pasal 14

zin pengelolaan sampah diajukan kepada Bupati.

Pasal 15
2

;'3 Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 selama 5 (lima) tahun dan
~ dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan 30 (tiga puluh)
~ hari kerja sebelum habis masa berlaku izin,

{3) Apabila permohonan dilakukan setelah habis masa berlaku izin, maka harus

. mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 16

i_P:rbsedur / tala cara dan syarat pengajuan izin dan perpanjangan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati,

BABV
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
Pasal 17

(1) Pemerintah menyediakan LPA sebagai lokasi pemrosesan akhir sampah,
2) Pengelolaan sampah di LPA didasarkan pada standar teknis dan operasional.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah di LPA diatur dengan Peraturan
Bupati.

BARB VI
KERJASAMA PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 18

1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pengelolaan sampah baik sebagian
maupun seluruhnya, dengan pelaku usaha pengelola sampah dan/atau Pemerintah

Daerah lain.
?) Kerjasama pengelolaan sampah dilakukan sesuai dangan peraturan perundangan yang
berlaku,
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

1) Pembinaan terhadap pengelolaan sampah kepada pelaku usaha pengelola sampah
maupun masyarakal pengelola dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pengelola Sampah.

2) EBentuk pembinaan terhadap pengelolaan sampah meliputi :
a. sosialisasi;
b. penyuluhan ;
¢. kegiatan lain sejenis.
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Pasal 20 -

~ Pengawasan terhadap pengelolaan sampah kepada pelaku usaha pengelola sampah
maupun masyarakat pengelola dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pengelola Sampah.
Obyek pengawasan sebagaimana ayat (1) meliputi -
4. saranal/prasarana pengelolaan sampah ;
b. jenis dan sifat sampah :
C. proses pengelolaan sampah :
d. hasil pengelolaan sampah.

Pasal 21

’rosedur / tata cara, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah diatur lebih lanjut
iengan Peraturan Bupati.

BAB VI
RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek

Pasal 22

1) Pungutan atas jasa layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat dinamakan
retribusi pengelolaan sampah.

Pungutan atas penarikan izin kepada pelaku usaha pengelolaan sampah dinamakan
Retribusi izin pengelolaan sampah.

Pasal 23

dbyek retribusi adalah jasa I=>v=nzn conscicizan sampah dan izin pengelolaan sampabh.

Pasal 24

r1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa layanan
pengelolaan sampah dan izin pengelolaan sampah,

lr} Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa layanan
pengelolaan sampah dan izin pengelolaan sampah,

Bagian Kedua
Golangan

Pasal 25

(1) Retribusi jasa layanan pengelolaan sampah termasuk golongan retribusi jasa umum
(2) Retribusi Izin Pengelolaan Sampah termasuk golongan retribusi perizinan tertentu

Bagian Ketiga
Prinsip dan Dasar Penetapan

Pasal 26

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa layanan pengelolaan
- sampah didasarkan atas tujuan untuk biaya pengganti penyelenggaraan pengelolaan
persampahan, diantaranya meliputi :

., biaya operasional pembersihan tempat-tempat umum;
b, biaya penyediaan tempat penampungan sampai, LPS dan LPA :
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‘biaya penyediaan ¢2rqa~13 ~o~7on3vatan
biaya atas resiko kerjasama pengelolaan sampah ;
biaya operasional pengangkutan dan pemrosesan sampah ;
biaya administrasi dan umum yang miendukung penyediaan jasa ;
skala usaha pengelolaan sampah.

2) Pengenaan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat
volume, jenis sampah, tingkat kesulitan pengolahan sampah, golongan penerima jasa
serta jenis layanan yang diberikan;

Prinsip dan dasar penetapan struktur besaran tarif retribusi izin Pengelolaan Sampah
didasarkan atas :

menutup biaya survey ;

biaya administrasi ;

biaya pembinaan ;

biaya pengendalian ;

biaya pengawasan .

. Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengelolaan Sampah dan retribusi zin pengelolaan
ampah tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tata Cara dan Wilayah Pemungutan

Pasal 28

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto
ke Kas Daerah dan/atau melalul Bendahara Penerima pada Satuan Kerja Perangkai
Daerah yang mengelola sampah.

Pasal 29

Reiribusi Pengelolaan Sampah dan Retribusi izin pengelolaan dipungut diwilayah daerah.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 30

elribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saal diterbitkan SKRD dan/atau
nen lain yang dipersamakan.

Pasal 31

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
- diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut
. dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan
Pasal 32

an atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
n penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo

jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
rat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang

uran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
t (1), dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 33

il wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 34

upati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
. diberikan dengan memperhatikan kemampuan waijib retribusi.

3) Tata cara pemberian pengurangan, ketinganan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Bupati,

Bagian Kesebelas
Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

A Pasal 35

1) Wajib retribusi harus mengajukan perinohonan secara tertulis kepada Bupati untuk
perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kelebihan pembayzaran
retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau
sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.

Atas permohonan sebagaimana dimak:ud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan
pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 36

' Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan
perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 34, diterbitkan SKRDLB paling lambat
2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi.

;_'i'{‘ﬂ} Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan
' kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.




ingembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)
an sejak ditebitkannya SKRDLB, Bupati meinberikan imbalan bunga 2% (dua
en) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 37

gembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan dengan menerbitkan
Perintah membayar kelehjhan ratrihigj,

- perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, diterbitkan bukti
indahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedua belas
Kadaluwarsa

Pasal 38

) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali anabila Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh
apabila :

‘a. Diterbitkan Surat Teguran ;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak

langsung.

Bagian Ketiga belas-
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa

Pasal 39

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

* Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40
Masyarakat baik orang perseorangan maupun badan hukum yang membuang sampah
ditempat yang tidak sesuai dengan ketentuan, diancam pidana kurungan maksimal 6
(enam) bulan atau denda tidak kurang dari Rp. 50.000,00 tetapi tidak lebih dari
Rp 5€.000.000,00.
Masyarakat baik orang perseorangan maupun badan hukum yang membakar sampah di
ruang terbuka atau tempat lain yang tidak sesuai ketentuan, diancam pidana kuiungan
maksimal 6 (enam) bulan atau denda tidak kurang dari Rp 50.000,00 tetapi tidak lebih
dari Rp 50.000.000,00.
Masyarakat baik orang perseorangan maupun badan hukum yang membuang timbulan
- sampah lebih dari 1 m3 per hari ke LPS dan membuang sampah yang tidak dipilah,
diancam pidana kurungan maksimal 6 (enam) buylan atau denda tidak kurang dari
Rp 200.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 50.000.000,00.
Masyarakat baik orang perseorangan maupun badan hukum yang mencampur sampah
yang telah dipisahkan sebelumnya dan mencampur limbah B3 dengan sampah,
diancam pidanan kurungan maksimal 12 (dua belas) bulan atau denda tidak kurang dari
' Rp 200.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 100.000,.000,00.
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. Pelaku usaha pengelola sampah yang tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai izin
yang dicerikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) denda
tidak kurang dari Rp 1.000.000,00 tetapi tidak lehih dari Rp 50.000.000,00 ditambah
dengan tidak kurang dari 5% dan tidak lebih dari 10% dari pendapatan bersih tahunan
pada tahun yang lalu.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperoleh wewenang :

a, menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan
dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan
jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;

€. meminta keterangan dan barang bukti dari orany pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

€. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,
dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap baahn bukli
tersebut ;

{. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana ;

. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ ,

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi ;

} menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk' kelancaran penyidikan tindak pidana
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabi<an.

';enyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat
fepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

" ndang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAS XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

I8 sanl diberlakukannya peraturan daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang
figalur tentang segala komponen pengelolaan sampah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun
s menyesuaikan dengan pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini.




13

Pasal 43

an Bupati dan/atau ketentuan lain untuk melaksanakan peraturan daerah ini sudah
ibuat selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak pembentukan peraturan daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenal
pele _ﬁsanaannya akan diatur lebih larjut dengan Peraturan Bupati.

i’asal 45

Peraturan daerah ini berlaku efektif paling lama 4 (empat) tahun sejak tanggal diundangkan ..

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daeran Nomor 6 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat |l Sidoarjo dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribus
Pelayanan Persampahan/Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 13 Oktober 2008
BUPATI SIDOARJO

tid

H. WIN HENDRARSO
Biundangkan di Sidoarjo
pada fanggal 15 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN-SIDDARJO

NO RUMY MUNTIAWAN, SH
mbina Utama Muda
IP- 510 090 186

BARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMCR 8 TAHUN 2008 SERI C




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARIC
NOMOR :18 TAHUN 2008
TANGGAL ;13 Oktober 2008

Halaman 1

BESARNYA RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SIDOARJO
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH

AN WAJIB RETRIBUSI TARIP KETERANGAN

. Rp 15000.00 /bulan - Panli-pantl sosial

. Sosial Klasifikasi A - Pelayanan air untuk umum

- Pondok pesanfran

- Yayasan/perkumpulan sosial

|2 Sosial Kiasifikasi B Rp. 30,00000 /bulan | Milik Pemenntah/Swasta
~Rumah Sekolah Yayasan

- Poliklinik dan Puskesmas
3. Sosial Kiasifikasi C Rp. 50.000.00 /bulan - Rumah Salut
- Laboratorium
- Rumah Polong Hewan
NON NIAGA Rp. 30,000.00 /Bulan
1. Perumahan A1 Rumah tempat linggal yang dimukanya
terdapal jalan protokel, jalan utama, jalan
kembar termasuk saluran/gol dan bom,
serla jalan yang mempunyal nilal ekonomis
. tinggi i
2. Perumahan A2 Rp. 1500000 /bulan Rumah tempat tinggal yang dimukanya ter-

dapal jalan termasuk saluran/gol dan berm
selebar 6,5m alau lebih selain perumahan A1
3, Perumahan A3 Rp. B,000.00 /bulan Rumah tempal lingga! yang dimukanya fer-
dapal Jalan termasuk saluran/gol dan berm
=t selabar 6,5m atau libih selain parurmakian A4
4. Perumahan A4 Rp. 200000 /bulan Rumah tempat lingga! yang dmukanya far-
dapat jalan termasuk saluran/got dan berm
l : selebar kurang dari 6.5m alau lebih sclain

L perumahan A3
5. Perumahan Dinas/Kanlor Pemerintah [Rp.  15,000.00 /batan - Instansi Lembaga Pemerintah Nasicnal /
Asing
| Paerwakilan Asing - Barana Pemerintal/Asing
NIAGA Rp. 10.000.00 /bulan
1. Niaga Kecil (Klasifikasi A) - Koperasi usaha perarangan, usahs jisa tdan
usaha kecil lainnya
- Kolam renang, usaha kesegamn jisman,
sarana olah raga dan panil pijai
- Gedung perlemuan Pemenntah

- Apolik, 1oko obal dan praklek dokier

2. Niaga Kecil (Klasifikasi B)
- Rumah Sakil Swasta Rp. 30,000.00 /bulan Rumah sakit swasia kelas D kabawal

- Praklek dokter barsama/poliklinik Rp. 15,000.00 /bulan
swasla, laboratorium swasta, rumah/

ok bersalin N ..
3: Niaga besar Rp. 35,000.00 /bulan Bank, kanlor real eslale; bengke! besar, per-
gudangan, usaha perseorangan yang lingkup-
nya besar, esaha kanlor yang berbenluk ba-
dan hukum, {(swasla, BUMNI/Ddan sejomsnya)
toko besar, rukofloko didacrah pertokoan den
tempat hiburan




STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH

9 ';4 . fulﬂ TARIP KETERANGAN
 besar Rp. 100,000.00 /bulan |-Rumah makan dengan fasilitas 20 kursi atau lebih
kecil Rp.  50,000.00 /bulan
Ang Rp. 300,000.00 /bulan
Rp. 275,000.00 /bulan
Rp. 250,000.00 /bulan
Rp. 22500000 /bulan
IRp. 200,000.00 /bulan
I {Losmen 1) Rp. 150,000.00 /bulan
i Il (Losmen I1) Rp. 125000.00 /bulan
ati 111 (Logmen 111} Rp. 100,000.00 /bulan
ri kecil Rp. 15,000.00 /butan | Indusin rumah langga dan pengrajm kecll
dusiri besar Rp. 22500000 /bulan | Induslhlogam dan mesin dasar, indusin dasar dan
aneka industr, pabrik gula
KAIAN FASILITAS
KEBERSIHAN PEMERINTAH
1. Mobil {oilet Rp. 420,000.00 [hari Mobil (MCK) yang digunakan uniuk keperluan ma -
syarakat
|2, Mobil pengangkut sampah 1Pp o nAnes  I'my® Mobil yang digunakan untuk mengangkul sampah
langsung ke TPA
Container volume 14m”  |Rp.  60,000.00 /hari | Sewa container bagi penerima jasa pefayanan (pe-
4, Container volume 12m’  [Rp.  50,000.00 /hari | nyediaan container)
5. Confainer volume 10 m*  |[Rp.  40,000.00 / hari
8. Container volume 8m”  |[Rp.  30,000.00 /hari
7.Containervolume 6m”  [Rp.  20,000.00 /hari
|8. Container volume 5 m Rp.  10,000.00 /hari
9. Excavalor besar Rp. 150,000.00 /[jam Alal beral yang digunakan uniuk mendorong sampih
10, Excavator kacll Rp. 100,000.00 [jam tanah
| 11. Bulldozer besar Rp. 150,000.00 /jam
h 12. Bulldozer kecil Rp. 100,000.00 /jam
: 13. Sovellloader
‘W [KHUSUS 5
| 1. Pedagang kaki lima Rp 200,00 {harifm? | Usaha perdagangan ini dikelola/dikuasal olah paro-
I.'.' rangan yang menempati fasum/sarena danprasarana
kota
I
' 2. Membuang sampah lang-
sung ke TPA Rp. 3,500.00 /m? Tarip berlaku untuk sampah maksimum 1 m’
Rp. 400000 /m? Tarip beriaku untuk kelebihan vatume sampali mak-
simum (diatas 1 m?)
3. Membuang sampah tinja  |Rp. 5,000.00 /bulan | Pengusaha yang membuang linja ke insians pem.
ke Instansi pengolahan tin- buangan tinja tertebih dahulu harus ada iz don pe-
ngelala Instans|
4. Membakar sampah ke Ins- |Rp. 12,500.00 /m" Pengusaha yang membuang sampah ke Inslans
tansi pembakaran sampah pembakaran sampah terlebil dabulu barus oia
dari pengelola instansi
— ——




Halaman 3

[ENTUAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP IZIN RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH
GOLONGAN WAJIB RETRIBUSI TARIP KETERANGAN

{IZIN PEMINDAHAN SAMPAH
= Penyediaan sarana pemindshan sampah |Rp. 550,000.00 | pelaku usaha bermaksud hanya
menyediaakan saranz pemindahan
sampah

- Pengelolaan pemindahan sampah Rp. 550,000.00 | Pelaku usaha bermaksud hanya m
ngelola pemindahan sampah dari salu
lokasi ke lokasi tertenty

- Pengawasan pemindahan sampah Rp. 550,000.00 | Pelaku usaha bermaksud melakukan
kegiatan pengawasan pemindahan
sampah

IZIN PEMPROSESAN SAMPAH

- Pemilahan sampah Rp.  380,000.00 | Pelaku usaha bermaksud melakiukan
pemilahan sampah

- Pemprosesan sampah di LPS Rp.  684,000.00 | Pelaku usaha bermaksud melakukar
kegialan pemprosesan sampah d
LPS

- Pemprosesan sampah di LPA Rp. 760,000.00 | Pelaku usaha bermaksud melakukan
kegialan pempresesan sampah d
LPA

- Pengawasan pemprosesan sampah di Rp. 836,000.00 | Pelaku usaha bermaksud mefakukan
PLS dan PLA pengawasan terhadap pemprosesan
sampah di LPS dan LPA

1l [IZIN PEMINDAHAN DAN PEMPROSESAN Komulatif Tartif berlaku secara komulatif alas
~ |SAMPAH kegiatan yang dimaksudkan
Ditetapkan di : SIDOARJD

Pada tanggal : 13 Oktober 2007
DUPATIE SIS0
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